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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang Impelementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) Di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara di Kabupaten Ogan 

Ilir. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai fenomena yaitu rendahnya komitmen 

pemerintah terhadap pelaksanaan musrenbangdes dan partisipasi masyarakat yang rendah dan 

diukur melalui variabel Kepatuhan, Lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan 

dampak yang dikehendaki. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, 

sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Teori Ripley and Franklin. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa belum 

optimal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : (1) Pemahaman masyarakat tentang mekanisme 

penyusunan dan pelaksanaan Musrenbangdes sangat rendah; (2) isu partisipasi masyarakat 

sebagai faktor utama bermula dari pesimisme akibat keinginan yang tidak terpenuhi yang 

mempengaruhi usulan prioritas Musrenbangdes; (3) Peluang dialog terbuka masih sangat 

terbatas, karena keterbatasan anggaran.. Saran yang menjadi rekomendasi masukan pada 

penelitian ini, yakni Memberikan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dalam melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, 

dalam pelaksanaan Musrenbangdes perlu untuk melibatkan akademisi untuk mendampingi 

proses Musrenbangdes para akademisi akan menjadi fasilitator untuk memberikan berbagai 

pemahaman dan memberikan gambaran secara konsep teoritis idealnya proses kebijakan dan 

pemerintah harus menyediakan forum dialog terbuka sebelum pelaksanaan musrenbangdes  

dan membentuk model sosialisasi dan penyajian informasi yang massif dan efektif. 

 

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Musrenbangdes, Partisipasi  
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ABTRACT 

 

This study discusses the implementation of the Village Development Planning Deliberation 

(Musrenbangdes) in Pulau Semambu Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. This 

research is motivated by various phenomena, namely the government's low commitment to the 

implementation of musrenbangdes and low community participation, and is measured through 

the Compliance variable, the smooth functioning of routines, and the realization of the desired 

performance and impact. This type of research is descriptive using qualitative research 

methods. The types of data used are primary data and secondary data, while data collection 

techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and literature study. 

This research uses Ripley and Franklin Theory. The results of this study indicate that the 

implementation of village development planning deliberation has not been optimal due to 

several things, namely: (1) Public understanding of the mechanism for the preparation and 

implementation of the Musrenbangdes is very low; (2) the issue of community participation as 

the main factor stems from pessimism due to unfulfilled desires that affect the priority 

proposals for the Musrenbangdes; (3) Opportunities for open dialogue are still very limited, 

due to budget constraints. Suggestions that become recommendations for input in this research, 

namely providing training and coaching to improve the quality of human resources in carrying 

out village development planning deliberation, in the implementation of Musrenbangdes it is 

necessary to involve academics to accompany the Musrenbangdes process, academics will 

become facilitators to provide various understandings and provide an overview of theoretical 

concepts, ideally, the policy process and the government should provide an open dialogue 

forum before the implementation of the musrenbangdes and form a massive and effective 

socialization and presentation model of information.  
 

Keywords: Policy implementation, Musrenbangdes, Participation  
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BPD : Badan Permusyawaratan Desa. 

KK : Kepala Keluarga 

Musrenbang  : Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Musrenbangdes  : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah  

RKP-Desa  : Rencana Kerja Pembangunan Desa   

 RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang 

 Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pelaksanaan pembangunan 

nasional, baik  pusat maupun daerah didasarkan atas demokrasi, sejalan dengan 

prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan dan 

kemandirian, berlangsungnya kesatuan bangsa yang seimbang, serta bentuk proses 

demokrasi. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sekadar pada cara membangun 

kepercayaan baru terhadap institusi politik yang telah hancur. Dengan partisipasi 

dan musyawarah dalam urusan publik atau proses kelembagaan, diharapkan 

pemerintahan yang lebih efektif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

(Pratama,2018). 

 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan 

bagi pemerintah daerah untuk mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri selama 

tidak bertentangan dengan UUD 1945, agar tercipta kesejahteraan, pemberdayaan, 

dan pelayanan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Birokrasi pemerintah 

hingga saat ini masih diyakini sebagai ujung tombak pelaksana proses kebijakan 

atau program-program kerakyatan, terlebih dalam proses implementasi program 

karena secara legal formal jelas sekali bahwa konstitusi menjadi payung hukum 

yang sangat kuat bagi birokrasi untuk secara leluasa bekerja dan beraktifitas dalam 

proses kongkitisasi program-program yang ada.  Adil Mubarak dalam (Ma’rif, 

2010) menyatakan Otonomi daerah juga bertujuan untuk membangun kemandirian 

suatu daerah.Berdasarkan undang-undang inilah, kemudian lahir pemerintahan 

terendah di Indonesia, yaitu Pemerintahan Desa. 
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 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 114 ayat 

(1) dan ayat (2) menyatakan bahwa: “Perencanaan pembangunan desa disusun 

berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah Desa paling 

lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan”.  Selanjutnya masih 

dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 

bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 

menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, 

RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. 

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah 

proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, dengan 

melibatkan badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Memanfaatkan dan 

mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan 

desa. Untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan desa, pemerintah desa 

dan seluruh aspek masyarakat harus ikut serta dalam proses perencanaan 

pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-

Desa). Maka dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik juga dibutuhkan 

tata kelola pemerintahan yang baik pula (Nugroho, 2020). 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa diatur dalam  

Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang 

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa.  
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 Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sudah lama menjadi 

harapan banyak orang sampai hari ini. Akan tetapi, banyak pemahaman tentang 

good governance yang berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar 

membayangkan bahwa, dengan good governance akan dapat membuat kualitas 

pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara membayangkan bahwa dengan 

memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan public 

menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintahan 

menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga wasyarakat (Indiahono, 2017). 

Putri (2015) mengemukakan bahwa good governance merupakan bagian 

dari agenda reformasi yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang di 

harapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan, tak terkecuali di tataran 

Pemerintah Desa. Iasra, (2021) menguraikan sembilan prinsip dasar dari good 

governance, yaitu: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi 

dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, peduli pada stakeholder, 

berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan 

visi strategis. Untuk menjadi desa yang maju, maka pembangunan terhadap setiap 

desa menjadi penting. Peran desa (masyarakat dan pemerintah desa) diharapkan 

mampu menjadi sentra baru aktivitas pembagunan dan perekonomian baik fisik 

maupun non fisik, sehingga kemudian hal itu dapat mengurangi ketimpangan yang 

terjadi antara desa dan daerah perkotaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip 

good governance harus benar-benar secara maksimal diterapkan oleh pemerintah 

desa yang juga melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan desa (Rafinzar, 

2020). 

 Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan 

yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi 
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masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yangbaik. 

Keberadaan partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan 

bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan 

bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk 

menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa 

berikutnya. Suaedi, (2010) mengatakan bahwa pembangunan yang meliputi segala 

segi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya baru akan berhasil apabila 

merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari kegiatan seluruh rakyat di 

dalam suatu negara. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor 

dari keberhasilan otonomi daerah. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem 

maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari 

sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip pelaksanaan otonomi daerah 

ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah yang bersangkutan, 

(Kahar, 2012). Perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan 

pembangunan dengan pelibatan masyarakat dilakukan dengan mekanisme 

musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga di tingkat provinsi. Pelaksanaan 

Musrenbang khususnya untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dilakukan setiap tahun menjadi suatu hal yang cukup menarik karena 

kegiatan ini menjadi sebuah agenda rutin yang dijalankan oleh pemerintah daerah 

pada tahapan perencanaan pembangunan dengan pelibatan masyarakat. 

 Musyawarah perencanaan pembangunan yang di singkat musrenbang adalah 

forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan 

rencana pembangunan daerah.  Musrenbang digunakan sebagai wadah penyusunan 

rencana pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah.  Penerapan 
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prinsip-prinsip tersebut di atas, dimulai dari proses pembangunan itu sendiri, dalam 

hal ini penyelengaraan musrenbang. Oleh karena itu, musrenbang melibatkan 

stakeholder dalam masyarakat. Pelaksanaan musrenbang, khususnya di daerah, 

melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, hingga kabupaten/kota 

dan provinsi, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan menteri dalam negeri 

No.050-187/kep/bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan 

pelaksanaan musrenbang bahwa salah satu tujuan musrenbang adalah mendorong 

pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan 

perencanaan. 

 Implementasi dari Musrenbang Daerah berpedoman kepada Surat Edaran 

Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor : 1354/M.PPN/13/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum 

Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah. Dalam pedoman tersebut 

dijelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai 

dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, 

Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi. 

 Musrenbang yang selama ini dilaksanakan cenderung hanya menjadi sebuah 

justifikasi terhadap sebuah proses perencanaan pembangunan daerah (Aryati, 

2013). Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi 

dalam proses perencanaan, namun pada tahapan penetapan program/kegiatan yang 

akan ditetapkan sebagai kebijakan terkadang tidak mengakomodir usulan yang 

berasal dari kebutuhan masyarakat. Salah satu tahapan penting pada proses 

pelaksanaan pemerintah dalam pengambilan keputusan adalah tahap perencanaan. 

Proses perencanaan tersebut akan menentukan keberhasilan dari pembangunan 

suatu desa.  



6 

 

 

 

 Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dikatakan 

berhasil apabila dari hasil Musrenbang tersebut bisa di implementasikan dengan 

maksimal. Jadi dalam pelaksanaan Musrenbang baik dari tingkat desa, kecamatan 

bahkan sampai tingkat kabupaten bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban untuk 

merealisasikan programnya. 

 

Gambar  1 Peta Administrasi Sumatera Sealatan 

Sumber: Sumsel dalam angka 2021 

 Berdasarkan dari gambar 1 diketahui bahwa Sumatera selatan memiliki 17 

Kabupaten , 241 kecamatan dan 3289 Desa. Ma’rif (2010)  menyampaikan bahwa 

Dalam pelaksanaan musrenbang diberbagai daerah yang ada di Sumatera Selatan, 

mulai dari tingkat desa dan kecamatan, hingga pada pelaksanaan musrenbang 

ketingkat kota memperlihatkan kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat yang 

masih tergolong rendah. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala yang 

dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. 

 Kejadian ini pastinya sangat mempengaruhi efektifitas hasil rapat yang ada, 

karena dapat dikatakan bahwa pihak pelaksana  perencanaan pembangunan desa 

belum berperan dan aktif menjalankan tugasnya. Hal ini kemudian terjadi di sebuah 

desa di Sumatera Selatan, yaitu desa Pulau Semambu di Kecamatan Indraya Utara 

Kabupaten Ogan Ilir. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat 



7 

 

 

 

penting dalam pembahasan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam 

pertemuan tersebut, karena di kegiatan ini mereka dapat berkontribusi pada realisasi 

aspirasi yang diberikan atau realisasi kegiatan dalam perencanaan pembangunan 

Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indraya Utara, Kabupaten Ogan melaksanakan. 

Ilir. 

Peneliti melakukan studi kasus tentang pelaksanaan Musrenbangdes di desa 

Pulau Semambu di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera 

Selatan sebagai lokus penelitian. Terdapat beberapa permasalahan juga ditemukan 

dalam pelaksanaan Musrenbangdes tersebut. Berikut penulis akan mendeskripsikan 

dan memaparkan permasalahan dan data-data yang ditemui di lokasi penelitian. 

Adapun hal tersebut sebagai berikut: 

Tabel 1 Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah Peserta 

Musrenbangdes 

 

  

 

Sumber : Profil Desa dan Arsip Musrenbangdes tahun 2020 

Berdasarkan Tabel 1 Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dengan Jumlah 

Peserta Musrenbangdes dapat dilihat bahwa persentase partisipasi masyarakat 

dalam mengikuti Musrebangdes belum maksimal dilihat dari jumlah penduduk 

berdasarkan KK (Kepala Keluarga). Dari total seluruh jumlah KK di Desa Pulau 

Semambu dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau 

Musrenbangdes adalah 16%. Data di atas menunjukkan persentase jumlah 

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes masih dalam kategori 

No 
Data Peserta Jumlah 

(Jiwa) 

1 Kepala Keluarga 512 

2 
Peserta 

Musrenbangdes 

32 

3 Presentase 16% 
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rendah atau sedikit sehingga belum dapat dikatakan masyarakat yang hadir sudah 

mewakili populasi dari keseluruhan masyarakat yang ada di masing-masing desa. 

Salah satu upaya pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat 

untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan adalah dengan 

melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses Musrenbangdes. Namun, 

temuan di lapangan menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat 

hanya sebagian kecil yang diakomodir oleh pemerintah. Berikut data tentang 

jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat dan usulan yang disetujui. 

Tabel 2 Data Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes 

No Data Usulan Jumlah Usulan 

1 Usulan Masyarakat 1 

2 Usulan Disetujui 1 

Sumber : Arsip Musrenbangdes 2020 

Berdasarkan tabel 2 Data Rekapitulasi Usulan Musrenbangdes 

menunjukkan persentase dari jumlah usulan yang diajukan dengan yang disetujui 

masih belum optimal. Dari seluruh usulan yang diajukan dalam Musrenbangdes di 

Desa Pulau Semambu berjumlah 1 usulan yang disetujui dari total 1 usulan. Dari 

data tersebut dapat dilihat bahwa antara usulan yang diajukan dan disetujui masih 

dalam persentase yang cukup kecil sehingga perlu dilihat penyebab hal tersebut 

dapat terjadi. Musrenbangdes sebagai forum masyarakat menyampaikan harapan 

dan aspirasinya tentu berharap melalui usulan yang diajukan dapat diakomodir 

lebih banyak karena hal tersebut merupakan penunjang aktivitas dalam kehidupan 

sosial masyarakat.  

Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses Musrenbangdes dan juga 

keterlibatan masyarakat desa dalam memberikan usulan menunjukkan masih 

rendahnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes, sehingga 

pelaksanaan pola tersebut harus ditinjau kembali dari segi tata kelola pelaksanaan 
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Musrenbangdes. Pelaksanaan sistem kebijakan Musrenbangdes seharusnya 

memberikan kesempatan yang sama rata bagi setiap orang yang berpartisipasi dan 

harus memberikan atau menyediakan ruang dialog terbuka kepada publik dan juga 

keterbukaan terhadap akses informasi.  

Berdasarkan data yang disajikan di atas, menunjukkan adanya beberapa 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan musrenbangdes dilihat dari segi tata 

kelolanya yang masih belum maksimal. Kondisi yang terjadi di atas memberikan 

gambaran pelaksanaan musrenbangdes sehingga perlu untuk mengkaji pelaksanaan 

tersebut dari segi tata kelolanya dan keterlibatan masyarakat dalam 

penyelengaraannya. Secara khusus aspek yang dilihat pada Musrenbangdes 

tersebut meliputi partisipasi, transparansi, berorientasi pada kesepakatan, dan 

akuntabilitas 

Secara khusus penelitian ini akan mengambil lokus penelitian di Desa Pulau 

Semambu, kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana tata kelola 

Musrenbangdes dan keterlibatan masyarakat dalam agenda tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa 

Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi mengenai hal yang 

akan didapatkan setelah menyelesaikan penelitian (Hasan, 2002). Tujuan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, 

Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Menganalisis peran pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Musrenbangdes. 

D. Manfaat 

 Manfaat penelitian yang di harapkan untuk penulisan ilmiah ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaaat bagi stakeholder yang terlibat 

dalam Musrenbangdes. Hasil penelitian dari tata kelola Musrenbangdes ini 

diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah desa dalam menjaring aspirasi 

dari masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengelolaan 

musrenbangdes di Desa Pulau Semambu Kabupaten Ogan ilir
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